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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan Hasil penelitian yang telah diteliti peneliti memberikan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Tindak pidana scamming merupakan delik materiil yang secara khusus (lex 

specialis) dikualifikasikan dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE. Ketentuan ini 

melarang perbuatan melawan hukum berupa penyebaran berita bohong 

dan/atau informasi menyesatkan yang mengakibatkan kerugian materiil 

bagi konsumen dalam lingkup transaksi elektronik. 

2. Pelaku yang memenuhi unsur kesalahan (mens rea) berupa kesengajaan 

mutlak sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara 

subjektif. Di samping sanksi publik, pelaku juga memikul 

pertanggungjawaban perdata atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) 

berdasarkan Pasal 38 UU ITE jo. Pasal 1365 KUHPerdata, serta kewajiban 

pembayaran restitusi guna pemulihan hak finansial korban melalui 

penggabungan perkara gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 

KUHAP. maka dari itu penegak hukum juga perlu menegakan saksi hukum 

yang tegas terhadap pelaku kejahatan sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

 



57 
 

 

 

B. Saran 

Sejalan dengan kesimpulan di atas serta guna mengatasi berbagai 

hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum kejahatan siber, maka diajukan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Ketegasan Aparat Penegak Hukum 

Aparat penegak hukum (Kepolisian, Jaksa, dan Hakim) harus bertindak 

tegas dan patut pada undang-undang yang berlaku (UU No. 1 Tahun 2024). 

Penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten, profesional, dan 

didukung penguatan keahlian forensik siber agar penanganan kasus 

penipuan digital dapat berjalan cepat dan presisi. 

2.  Pemberian Sanksi yang Menimbulkan Efek Jera  

dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memberikan sanksi yang dapat 

menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku sesuai hukum yang 

berlaku. Hukuman yang dijatuhkan tidak hanya fokus pada sanksi badan 

(penjara), tetapi wajib mengoptimalkan pengembalian aset/ganti rugi 

finansial kepada korban konsumen secara utuh demi menegakkan keadilan 

yang sesuai dengan hukum yang berlaku. 
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